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LAMPIRAN 

 

1. Lampiran Permensos No. 1 Tahun 2018 

PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 1 TAHUN 2018 

TENTANG 

PROGRAM KELUARGA HARAPAN 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA, 

 

Menimbang : a.  bahwa untuk meningkatkan kualitas hidup keluarga miskin dan 

rentan melalui peningkatan aksesibilitas terhadap layanan 

kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial, perlu program 

perlindungan sosial yang terencana, terarah, dan berkelanjutan; 

b.  bahwa Peraturan Menteri Sosial Nomor 10 Tahun 2017 tentang 

Program Keluarga Harapan belum mengakomodasi kebutuhan 

Program Keluarga Harapan, sehingga perlu dilakukan 

penyempurnaan; 

c.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 

huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Sosial 

tentang Program Keluarga Harapan; 

Mengingat :  1.  Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan 

Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
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2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4456); 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan 

Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 

12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4967); 

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir 

Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5235); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang 

Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5294); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan 

Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 157, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5449); 

6. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi 

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2015 Nomor 8); 

7. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 tentang Kementerian 

Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 

86); 

8. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran 

Bantuan Sosial Secara Non Tunai (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 156); 
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9. Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1845) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 14 Tahun 2017 

tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 

Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian 

Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 

1125);  

10. Peraturan Menteri Sosial Nomor 10 Tahun 2016 tentang 

Mekanisme Penggunaan Data Terpadu Program Penanganan Fakir 

Miskin (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 

705); 

11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.05/2015 tentang 

Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2047) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan 

Nomor 228/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan 

Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.05/2016 tentang Belanja 

Bantuan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 

Nomor 2147); 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANG PROGRAM 

KELUARGA HARAPAN. 
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BAB I  

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1  

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 

1. Program Keluarga Harapan yang selanjutnya disingkat PKH 

adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada 

keluarga dan/atau seseorang miskin dan rentan yang terdaftar 

dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, diolah 

oleh Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial dan 

ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH.  

2. PKH Akses adalah program pemberian bantuan sosial PKH di 

wilayah sulit dijangkau baik secara geografis, ketersediaan 

infrastruktur, maupun sumber daya manusia dengan 

pengkondisian secara khusus. 

3. Bantuan Sosial adalah bantuan berupa uang, barang, dan jasa 

kepada keluarga dan/atau seseorang miskin, tidak mampu, 

dan/atau rentan terhadap risiko sosial.  

4. Pemberi Bantuan Sosial adalah satuan kerja pada 

kementerian/lembaga pada Pemerintah Pusat dan/atau satuan 

kerja perangkat daerah pada pemerintah daerah yang tugas dan 

fungsinya melaksanakan program penanggulangan kemiskinan 

yang meliputi perlindungan sosial, jaminan sosial, 

pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, dan pelayanan dasar. 

5. Keluarga Penerima Pelayanan yang selanjutnya disebut 

Keluarga Penerima Manfaat adalah keluarga penerima bantuan 

sosial PKH yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan dalam 

keputusan. 
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6. Bantuan Sosial PKH adalah bantuan berupa uang, kepada 

keluarga dan/atau seseorang miskin, tidak mampu, dan/atau 

rentan terhadap risiko sosial. 

7. Penyaluran Bantuan Sosial PKH adalah pemberian bantuan 

berupa uang kepada keluarga dan/atau seseorang miskin, tidak 

mampu, dan/atau rentan terhadap risiko sosial berdasarkan 

penetapan pejabat yang menangani pelaksanaan PKH. 

8. Bantuan Komplementer adalah bantuan berupa uang, barang, 

dan jasa di bidang kesehatan, pendidikan, subsidi energi, 

ekonomi, perumahan, dan pemenuhan kebutuhan dasar lainnya 

sebagai pelengkap Bantuan Sosial PKH. 

9. Kartu Kombo adalah instrumen pembayaran yang memiliki 

fitur uang elektronik dan tabungan yang dapat digunakan 

sebagai media penyaluran berbagai Bantuan Sosial PKH 

termasuk kartu keluarga sejahtera. 

10. Kartu Keluarga Sejahtera adalah Kartu Kombo yang digunakan 

untuk penyaluran Bantuan Sosial PKH secara nontunai. 

11. Regional adalah wilayah tertentu dalam pelaksanaan PKH yang 

dikelompokkan berdasarkan geografis.  

12. Bank Penyalur adalah bank umum milik negara sebagai mitra 

kerja tempat dibukanya rekening atas nama pemberi Bantuan 

Sosial PKH untuk menampung dana belanja bantuan sosial 

yang akan disalurkan kepada penerima Bantuan Sosial PKH. 

13. Verifikasi adalah proses kegiatan pemeriksaan dan pengkajian 

untuk menjamin kebenaran data. 

14. Validasi adalah suatu kegiatan untuk menetapakan kesahihan 

data. 

15. Pemutakhiran Data adalah proses perubahan terkini sebagian 

atau seluruh data anggota Keluarga Penerima Manfaat PKH. 
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16. Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga adalah proses 

belajar secara terstruktur untuk mempercepat terjadinya 

perubahan perilaku pada Keluarga Penerima Manfaat PKH. 

17. Transformasi Kepesertaan adalah proses pengakhiran sebagai 

Keluarga Penerima Manfaat PKH. 

18. Pengaduan adalah proses penyampaian informasi, keluhan, atau 

masalah yang terkait dengan pelaksanaan PKH. 

19. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang sosial. 

Pasal 2  

PKH bertujuan: 

a. untuk meningkatkan taraf hidup Keluarga Penerima Manfaat 

melalui akses layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan 

sosial; 

b. mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan 

keluarga miskin dan rentan; 

c. menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian Keluarga 

Penerima Manfaat dalam mengakses layanan kesehatan dan 

pendidikan serta kesejahteraan sosial; 

d. mengurangi kemiskinan dan kesenjangan; dan 

e. mengenalkan manfaat produk dan jasa keuangan formal kepada 

Keluarga Penerima Manfaat. 

Pasal 3 

Sasaran PKH merupakan keluarga dan/atau seseorang yang miskin 

dan rentan serta terdaftar dalam data terpadu program penanganan 

fakir miskin, memiliki komponen kesehatan, pendidikan, dan/atau 

kesejahteran sosial. 
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Pasal 4 

1) Sasaran PKH Akses merupakan keluarga dan/atau seseorang 

yang miskin dan rentan di wilayah PKH Akses yang terdaftar 

dalam data terpadu program penanganan fakir miskin yang 

memiliki komponen kesehatan, pendidikan, dan/atau 

kesejahteraan sosial. 

2) PKH Akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 

wilayah:  

a. pesisir dan pulau kecil; 

b. daerah tertinggal/terpencil; atau 

c. perbatasan antarnegara. 

Pasal 5 

1) Kriteria komponen kesehatan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 3 meliputi: 

a. ibu hamil/menyusui; dan 

b. anak berusia 0 (nol) sampai dengan 6 (enam) tahun. 

2) Kriteria komponen pendidikan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 3 meliputi: 

a. anak sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah atau sederajat; 

b. anak sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah atau 

sederajat; 

c. anak sekolah menengah atas/madrasah aliyah atau 

sederajat; dan  

d. anak usia 6 (enam) sampai dengan 21 (dua puluh satu) 

tahun yang belum menyelesaikan wajib belajar 12 (dua 

belas) tahun. 
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3) Kriteria komponen kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 3 meliputi: 

a. lanjut usia mulai dari 60 (enam puluh) tahun; dan 

b. penyandang disabilitas diutamakan penyandang disabilitas 

berat. 

BAB II 

HAK DAN KEWAJIBAN 

KELUARGA PENERIMA MANFAAT PKH 

Pasal 6 

Keluarga Penerima Manfaat PKH berhak mendapatkan:  

a. Bantuan Sosial PKH; 

b. pendampingan PKH; 

c. pelayanan di fasilitas kesehatan, pendidikan, dan/atau 

kesejahteraan sosial; dan 

d. program Bantuan Komplementer di bidang kesehatan, 

pendidikan, subsidi energi, ekonomi, perumahan, dan 

pemenuhan kebutuhan dasar lainnya. 

Pasal 7 

Keluarga Penerima Manfaat PKH berkewajiban untuk: 

a. memeriksakan kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan 

sesuai dengan protokol kesehatan bagi ibu hamil/menyusui dan 

anak berusia 0 (nol) sampai dengan 6 (enam) tahun; 

b. mengikuti kegiatan belajar dengan tingkat kehadiran paling 

sedikit 85% (delapan puluh lima persen) dari hari belajar 



91 
 

 

efektif bagi anak usia sekolah wajib belajar 12 (dua belas) 

tahun; dan 

c. mengikuti kegiatan di bidang kesejahteraan sosial sesuai 

dengan kebutuhan bagi keluarga yang memiliki komponen 

lanjut usia mulai dari 60 (enam puluh) tahun dan/atau 

penyandang disabilitas berat. 

Pasal 8 

1) Keluarga Penerima Manfaat PKH Akses memiliki kewajiban 

untuk melaksanakan kegiatan dalam komponen: 

a. kesehatan; 

b. pendidikan; dan 

c. kesejahteraan sosial. 

2) Komponen kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf a dengan ketentuan harus: 

a. memeriksakan kesehatan pada fasilitas pelayanan 

kesehatan dan/atau petugas pelayanan kesehatan dan/atau 

kader kesehatan di desa bagi ibu hamil/nifas; 

b. memeriksakan kesehatan pada fasilitas pelayanan 

kesehatan dan/atau petugas pelayanan kesehatan dan/atau 

kader kesehatan di desa bagi ibu menyusui dengan 

memberikan air susu ibu eksklusif; dan 

c. memeriksakan kesehatan pada fasilitas pelayanan 

kesehatan dan/atau petugas pelayanan kesehatan dan/atau 

kader kesehatan di desa bagi bayi dan balita. 

3) Komponen pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf b dengan ketentuan harus mengikuti kegiatan belajar 

dengan fasilitas pendidikan yang ada baik sekolah biasa, 

sekolah kampung, pendidikan keluarga, pesantren, sekolah 
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minggu, kursus, maupun belajar keterampilan bagi anak usia 

sekolah wajib belajar 12 (dua belas) tahun. (4) Komponen 

kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 

c dengan ketentuan harus: 

a. memberikan makanan bergizi dengan memanfaatkan bahan 

pangan lokal dan perawatan kesehatan paling sedikit 1 

(satu) kali dalam 1 (satu) tahun terhadap anggota keluarga 

lanjut usia mulai dari 60 (enam puluh) tahun; dan  

b. meminta tenaga kesehatan yang ada untuk memeriksa 

kesehatan, merawat kebersihan, mengupayakan makan 

dengan makanan lokal bagi penyandang disabilitas berat. 

Pasal 9 

1) Apabila Keluarga Penerima Manfaat tidak memenuhi 

kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 

dikenakan sanksi. 

2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa 

penangguhan atau penghentian Bantuan Sosial PKH. 

BAB III  

SUMBER DAYA MANUSIA  

Pasal 10 

1) Sumber daya manusia terdiri atas: 

a. penasihat nasional; 

b. tenaga bantuan teknis; 

c. tenaga ahli; 

d. koordinator regional; 

e. koordinator wilayah; 
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f. koordinator daerah kabupaten/kota; 

g. supervisor pekerjaan sosial; 

h. pendamping sosial; 

i. asisten pendamping sosial; dan 

j. administrator pangkalan data. 

2) Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

direkrut, diseleksi, dan ditetapkan oleh direktur yang 

menangani pelaksanaan PKH. 

3) Penggunaan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan 

keuangan negara. 
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2.   Pedoman Wawancara  

Daftar Pertanyaan kepada Pemerintah desa Tanjung Perawan: 

1. Apakah bantuan sosial pkh ini mempunyai payung hukum atau ada peraturan 

hukum yg menaunginya? 

2. Kapan bantuan pkh mulai ada di desa tanjung perawan? 

3. Siapa saja yang berhak dapat bantuan pkh? 

4. Bagaimana kriteria yang berhak menerima bantuan pkh? 

5. Apa saja bantuan yang didapatkan penerima pkh? 

6. Bagaimana kriteria yang berhak menerima bantuan pkh? 

7. Berapa total bantuan pkh  untuk setiap orang nya di desa tanjung perawan? 

8. Apakah bantuan pkh ini ada jangka tertentu untuk pencairannya atau dicairkan 

dalam satu kali pengambilan saja? 

9. Apakah aparat desa ada membantu mengelola bantuan pkh di desa tanjung 

perawan, agar tepat sasaran sesuai yang dijelaskan permensos no. 1 tahun 

2018? 
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Daftar Pertanyaan kepada Penerima Keluarga Manfaat: 

1. Berapa lama sudah keluarga bapak/ibu menerima bantuan sosial ini? 

2. Berapa orang dalam keluarga bapak/ibu yang menerima bantuan sosial ini? 

3. Berapa nominal bantuan untuk setiap orang dalam keluarga bapak/ibu? 

4. Apakah kegiatan yang diwajibkan kepada KPM selalu dilaksanakan 

bapak/ibu? 

5. Apakah bapak/ibu mempunyai kendala atau hambatan pada saat pelaksanaan 

PKH ini dilangsungkan? 
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3.   Lampiran Dokumentasi Penelitian 
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4.   Lampiran Dokumen-Dokumen Pendaftaran Skripsi 
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Kepala Desa, 

PEMERINTAH KABUPATEN PULANG PISAU  

KECAMATAN KAHAYAN KUALA 

DESA TANJUNG PERAWAN 
 Alamat : Jl. Perawan Besar RT.004/RW.002 Desa Tanjung Perawan Kec. Kahayan Kuala Kab. Pulang Pisau 74872 

 

SURAT IZIN RISET 

Nomor: 069/SIR-DTP/III/2023 

 
Memperhatikan Surat dari Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri (UIN) 

Antasari Banjarmasin Nomor: B- 928 /Un. 14/II.2/TL.00/02/2023 Tanggal 07 Februari 

2023 Perihal: Permohonan Izin Riset. 

Pada prinsipnya kami meyetujui dan mendukung permohonan tersebut 

sepanjang sudah memenuhi persyaratan yang berlaku. 

Demikian rekomendasi ini diberikan kepada yang bersangkutan dan agar dapat 

dipergunakan sebagaimana mestinya. 

 

 
Tanjung Perawan, 03 Maret 2023 
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CURRICULUM VITAE 
DATA PRIBADI 
 

Nama    : Ahmad Huzaifi 

Tempat, Tanggal Lahir  : Sei Tinggiran, 28 Desember 2001 

Jenis Kelamin   : Laki-laki 

Agama    : Islam 

Tingggi Badan   : 170 cm 

Berat Badan   : 60 Kg 

Alamat  : Jln. Manunggal I Sei Tinggiran Rt.002/Rw.001 Desa 
Tanjung  Perawan, Kec. Kahayan Kuala, Kab. Pulang 
Pisau. 

Handphone   : 085173109305 

Sosial Media   : (Instagram)ahmadhuzaaaifi_/(Facebook)Ahmad 
Huzaifi/  

(Twiter)@ahmad_huzaifi18 

Status    : Mahasiswa/Pelajar 

E-Mail    : ahmadhuzaifi4@gmail.com 

DATA PENDIDIKAN 

 

Sekolah Dasar   : Madrasah Ibtidaiyah Tanjung Perawan (2007-2013) 

SMP    : MTs. Hidayatullah Bahaur Hilir (2013-2016) 

SMA    : MA. Hidayatullah Bahaur Hilir (2016-2019) 

KEMAMPUAN 

 

Infomasi Teknologi : Microsoft Word, Microsoft Power Point dan Microsof 
Exel. 
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